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BUPATI GARUT 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI GARUT 

NOMOR 119 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG 
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TDEHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI GARUT, 

: a.  bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 96 ayat {4) dan ayat (5] serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah 
Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 2 
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran 
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019; 

b. bahwa sehubungan terdapat perubahan ketentuan dalam tata 

cara pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa, maka 

Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 2 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana 
Desa Tahun Anggaran 2019; 

: I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NomOr 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355; 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pererintah Pusat dan Pererintahan Daerah 
(embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noror 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438] 

5. Undang-Undang Noror 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor T, Tambahat 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Noror 9 Tahu 2015 tentang Perubah 
Kedua Atas Undang-Undsng Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Noror 56, Tarbahan Lembaran Negara RepuLile 
Indonesia Nomor 5879); 

• Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 233, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nor0r 6263]; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Noror 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentag 
Peraturan Pelaksaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

9. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Betita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310]; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kewenangan Desa [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1037); 

I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noror 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Dess (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 611); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Oarut Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran 
Dacrah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6j 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9]; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 
Nomor 15]; 



Menetapkan 
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5. Peraturan Daerah Kabu paten Garut Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 
Nomor 5); 

16. Peraturan Bupati Oarut Nomor 27 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daera.h 
Kabupaten Garut [Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 
Nomor 27] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Oarut Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 
Nomor 49); 

17. Peraturan Bupati Oarut Nomor 67 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Oarut 
Tahun 2018 Nomor 67] sebagaimana tela.h diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 19 Tahun 2019 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 67 
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 [Berita Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 19); 

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 115 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2019 Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Garut Nomor 127 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 115 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 {Derita Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2019 Nomor 127; 

MEMUTUSEAN: 

PERATURAN BUPATT TENTANG PERDBAHAN ATAS 
PERA TURAN BUPATI GARUT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG 
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI 
DANA DESA TAHUN AGGARAN 2019. 

Psal I 

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Garut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata 
Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 
(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 2), diubah sebagai berikut: 

BAB III 

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA 

Baglan Kesa tu 

U'run 

Pasal 3 

(I) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun 
anggaran. 
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(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) scbesar Rp.204.188,569.619,00 (dua 
ratus miliar seratus delapan puluh depalan juta lima ratus enam puluh sembilan 
ribu enam ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana tercantum dalam Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPAJ. 

(3] ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada belanja bantuan 
keuangan yang dianggarkan pada belanja BPKAD selaku SKPKD, 

(4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat [(2) besarannya bersifat dinamis dan/atau 
dapat berubah scsuai dengan Dana Perimbangan yang diterima Dacrah Kabupaten. 

Panal I 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. 

Ditetapkan di Garut 
pada tanggal 19-9-2019 

B U P A T I  G A R U T ,  

t t d  

RUDY GUNAWAN 

DHundangkan di Garut 
pads tnggal 19-9-2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

t t d  

D E N I  S U H E R L A N  
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 

TAHUN 2019 KOMOR 119 
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